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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 161 TAHUN 2013

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN .
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

Menimbang

l«engingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

—

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah
diatur pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan
minimal;

bahwa untuk melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan dan
rencana pencapaian standar pelayanan minimal khususnya bidang
perhubungan, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan; :

. Undang-Undang Nomaor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara
Kesatuan Republik indonesia;



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

10.

.
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{Z.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Perundang-undangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 .entang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Teknis Pencripan dan Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perhubui gan Daerah Provinsi dan Daeraly Kabupaten/
Kota;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Orgaﬁisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Norior 97 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perhul ingan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN,
PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN.



BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

i
2.
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14
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13.

14,

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepata Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta.

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan
adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disingkat Biro
Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Khusus lbukota Jakarta
selaku pengguna anggaran/barang.

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD
adalah bagian SKPD vyang melaksanakan satu atau beberapa
program,

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dah mengurusnya yang menjadi
kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan
dan mensejahterakan masyarakat.

Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan
hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah
untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional,
kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum
dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan
dengan perjanjian dan konvensi internasional.

Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan
mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam
kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urisan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara
mihimal.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran berisi

program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-
masing kegiatan pada SKPD. -
BAB i
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM

ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam
menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.

(2) Penyusunan SPM ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan kualitas pelayanan publik:
b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

BAB I

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU
PENCAPAIAN

Pasal 3

Jenis pelayanan bidang perhubungan terdiri dari :

a.

angkutan jalan; dan

b. angkutan laut.

Pasal4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan
kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi

dalam pencapaian SPM., berupa masukan, proses, keluaran, hasil
dan/atau manfaat pelayanan.



Pasal 5

(1) Batas wakiu pelaksanaan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar
mengacu pada pedoman vyang ditetapkan oleh Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

(2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk selain pelayanan non dasar disesuaikan
dengan berakhirnya RPJMD.

Pasal 6

Format jenis pelayanan, indikator dan batas waktu - pencapaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PELAKSANA
Pasal 7

SPM dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan urusan,
tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan umum
penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan dilaksanakan
oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah ¢.q Biro Ortala.

(2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun dalam bentuk:

a. rapat kerja;

b. rapat koordinasi;

c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
d. permintaan laporan.

(3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro Ortala dapat
mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang
berkompeten.

(4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan
monitoring dan evaluasi dilaksakanan oleh Kepala Dinas.

(5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan
fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.



BAB Vi

PELAPORAN
Pasat 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan semesteran dan tahunan
pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah c.g Biro Ortala dengan tembusan kepada Asisten
Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi DKl Jakarta
dan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DK} Jakarta.

BAB VI

PEMBIAY AAN
Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana
pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD melalui DPA Dinas

Perhubungan.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.
JOKOWIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

Pit.SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
pli o

WIRIY ATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2013 NOMOR 72046

...Salinan sesuai dengan aslinya
R',QEELUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KPA EABIR

PR‘QV[NEI'D]&F%;"H; KHJSUS IBUKOTA JAKARTA,
3 A5 Farl:

3, |1y

Wi/ SSRIRAHAYU

' 1957 12281985032003
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Lampiran |

lbukota Jakarta

Nomor
Tanggal

161 TAHUN 2013
20 Desember 2013

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Standar Pelayanan Minimal Batas
No Jenis Pelayanan Dasar Wakiy Keterangan
Indikator ' Nilai Fencapaian
1 | Angkutan | 1 | Jaringan Tersedianya angkutan umum yang
Jalan Pelayanan melayani wilayah yang telah tersedia 100% 5015
Angkutan Jalan jaringan jafan untuk jaringan jalan s
Provinsi
2 | Jaringan Tersedianya terminal angkutan
Prasarana penumpang Tipe A pada setiap Provinsi 100% 2014
Angkutan Jatan untuk melayani angkutan umum dalam ?
travek
3 | Fasilitas Tersedianya faslitas perlengkapan jalan
Ferlengkapan (rambu, marka dan guardrail) dan
Jalan penerangan jalan umum (PJU) pada
jalan Provinsi .
(~ - Pemasangan Rambu Lalu Lintas | 100% 2015
= - Pembuatan Marka Jalan | 60% 2015
- Pembangunan Guardrail 60% 2015
- Penyediaan PJU 90% 2015
4 | Keselamatan Terpenuhinya standar keselamatan bagi
angkutan umum yang melayani trayek 100% 2015
di dalam Provinsi
5 | Sumber Daya Tersedianya Sumber Daya Manusia
Manusia (SDM) (SDM} yang mamiliki kompetensi
sebagai pengawas kelaikan kendaraan )
pada perusahaan angkutan umum, | Dilaksanakan
pengelola terminal dan pengelola oleh Dinas
perlengkapan jalan Perhubungan
- Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor | 100% 2015 Provinsi
- Diklat Pengelolaan Terminal 100% 2015
- Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu o
Lintas i 100% 2015
2 | Angkutan | 1 | Jaringan Tersedianya kapal laut yang beroperas)
Laut Pelayanan pada lintas dalam provinsi pada wilayah 100% 2015
Angkutan Laut yang memiliki alur pelayaran dan tidak .
£ ada alternatif angkutan jatan IlI
2 | Jaringan Tersedianya dermaga pada setiap |
Prasarana lhukota Provinsi dan lbukota
Angkutan Laut Kabupaten/Kota untuk melayan kapal
laut yang beroperasi pada trayek dalam 75% 2015
Provinsi pada wilayah yang memiliki
alur pelayaran dan tidak ada alternatif
angkutan jalan
3 | Keselamatan Terpenuhinya standar  keselamatan
kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang | 100% 2013
beroperasi pada lintas dalam Provinsi.
4 | Sumber Daya Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)
Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagal .
awak kapal yang beroperasi aniar 100% 2015
Kabupaten/Kota dalam Provinsi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKOWIDODO




Lampiran [ :

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah khusus
lhukota Jakarta

Normar 16t TAHUN 2013
Tanggal 20 Desember 2013
PENCAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN 5PM BIDANG PERHUBUNGAN
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINS| DKI JAKARTA
PELAYANAN DASAR CAP AIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPMV
TARGET N CAPAIAN Gap TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TOTAL RENCANA
INDIKATOR NASIONAL 2012 (%) RENC ANA RENCANA RENCANA, PEMBIAYAAN
WAKTU TARGET PROGRAM/ KEGIATAN M/ KEGIATAN TARGET {55
0 () / PEMBIAYAAN ERGETS) P nanauy PEMBIAYAAN ih] PROSRAM{KEEALAY PEMBIAYAAN
Tersedianya angkutan umum yang Restrukturisasi dan Restrukturisasi dan Restrukturisasi dan
melayani wifayah yang telah tersedia Sosiafisasi Trayek Sosialisasi Trayek Sosialisasi Trayek
[ . . 4 100%% 201 a0% 90% 8 .000 1.000.000.000
R e C 4 10% 6 e 1.000500 95% Ppvm—as 4 100% prievy 1.000.000.600 3.000.000.000
Provinsi (25 Trayek} (25 Trayek) {25 Trayek)
Tersedianya terminal angkutan Pemb |
- 3 : Terminal
penumpang Tipe A pada setiap Provinsi DED Revitalisasi BelabsinasnRevitalicasi embangunan
e s panelitan sl 100% 2014 0% 0% 80% Tecminal {Tipe A 2.650.000.000 100% Tl pe ) 1.502000.000.000 100% Tige A R?wabuaya 500.000.000.060 2.002.650006.000
trayek {multiyears)
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan
{rambu,marka,guardrail dan P pada T o s0,0% 95% 50.7% Pemasangan Rambu 6.000.000,000 5115 Pemasar\gan.Rambu £ 907 (4003 T Pemas’angan ‘Rambu 6000 0000 18.000.600.000
jalan Provinsi {600 uni) {620 unit) {600 unit
= p— ——— S—
Permbuatan Marka laian PembuataMaikaslalan I PemLuitasarka Jalan
5 2014 E v 50.1% 660 % 13252 160 000 i RE i
o 4 16% 1135.398 m2) 23,102.660.000 55% 1113.248 m2) 1245 Al {113.248 m2) 12252 160010 61 606.980 000
di rrail drall
60% w04 55% % Gru, 4 | e sblemaniCuaie samosoonn | seme | PEmPEngunan Guardral 838960000 | o3y | cmpangunan Guardra 838960,000 2.516.880.000
{2500 m) {2500 m) (2500 m)
Penyediaan PJU Penyediaan PIU Penyediaan PLJ
201 87% 1% 88% .000.000. 29% 150.000.000.000 0% 4 3 000.000.
80% 014 ] o) {15500 Unit} 150.000.000.000 b {15.500 Unity (15500 Unie) 150,000, 000000 450.000.000.000
Terpenuhinya standar keselamatan bagi Pengadaan Bus Untuk Pengadaan Bus Untuk Pengadaan Bus Untuk
anikutanpumum yang melayani wayek Peremzjaan Angkutan Peremajaan Angkutan Peremajaan Angkutan
o dalam Provinsi 5 3
dan Perbaik U dan Perbarkan U k
100% 2014 62% 8% ol R s 496000000000 |  83% FEADL Cpeies 2550,000,000000 | 100% mum dan Perbaikan | 500 00000000 | 5.746.000.000.000
Kendaraan Untuk Kendaraan Untuk Kendataan Untuk
Pemenuhan Syarat Pemenuhan Syarat Pemenuhan Syarat
Kelaikan jalan Kelakan Jalan Kelaikan jalan
- - . : - )
Tersed\anv‘-a SOM yang merniliki e 014 — 280 80n Diklat Pengujian o050 G T Diklat Pengawasan Dan 300,000 190 1007, Diklat Pengawa?‘an Dan 450,067,000 165 2.083000
kompetensi sebagai pengawas kelakan Kendaraan Bermotor Pengendalian Pengendalian
i T iklat Pengalol i
kendaraan pada perus?haan angkutan 1 2014 259 5% e Dikiat Pen.gelulaan 5% Diklal engec aan AR YE0 G 100% Diklat Fen.gelolaan 1.575002.000 e
umum, pengelola terminal, dan Ferminal Terminal Terminal
jal tklat Manajemen d J i il
pengelols perlengkapan jalan 10084 e - o 2 Diklat Manajernen dan 7 5% Dikfat Manajeme.n dan 240,000,000 100% Diklat Manajeme_n dant 210,000,000 el
Rekayase Laln = - Rekayasa Lalin | Rekayasa Lafin |
Tersedianya kagal laut yang beroperasi Pengadaan 5 Kapal Pengadaan 4 Kangl Pengadaan 2 Kapal B
pada lintas dalam Provinst pada wilayah | 100% 3014 85% 15% 0% Penumpang 45000000000 | 5% fenumpang B3 40.000.000000 | 0% “gfnjam £ i 20000.000.006 | 105.000.000.000
yang memiliki alur pefayaran dan tidak == = e = Bl p_g_ s i i
ada alternatif angkutan jalan
Bl 0o% 014 85% 15% 30% Jasa Operator Kapal 35.000.000.000 |  95% Jasa Operster Kapal 44000000006 | 100% jasa Operate: Kapal 53.000000 000 | 132.000.000.000
- ] o]




N

PELAYANAN DASAR

CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM

TARGET Yirte capaAN | TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TOTAL RENCANA

INDHKATOR NASIONAL . 2012 {3 RENCANA TARGET RENCANA RENCAN PEMBIAYAAN

M/ KEGIATAN ' A
5 WAKTU TARGEY {%}| PROGHAM/ KEGIATAN el > PROGRAM/ e TARGET {%) | PROGRAM/ KEGIATAN e
Tersedianya dermaga pada setiap
ihukota Provinst dan lbukota
Kabupaten/Kata untuk melayani kapal
laut yang beroperasi pada trayek dalam Permbangunan 8 Pemnbangunan 7 Pemban,
gunan 4
Provinsi pads wilayah yang mesmiliki oo 2014 1% 5% &% Dermaga 56.000.000.000 62% et 49,000.000.000 75% et 28.000.000.000 133.000.000.060
alur pelayaran dan tidak ada alternatif
angkutan jalan
Terpenuhinya standar keselamatan
kapal dengan ukuran di bawsh 7GT dan
kapal yang beroperas! antar 100% 2014 100% 0% 100% Docking kapal $00.000.000 100% Dacking kapal 1.200.000.000 100% Docking kapal 1.500.000.000 3.700.000.000
Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Tersedianya Sumber Daya Manusia
{SDMY) yang mempunyal kampetenst e Dikiat Mahkods d ik oaatd
p = Col
sebagal awak kapal yang beroperas? 100% 2014 53% 0% 0% ! 1 T( e al & 300.000.000 |  ggE%s a 1 K° a. 2 1200000000 |  10% kRt Ni ° EE a 600.000:000 2.100,000.000
antar Kabupaten/Kota Dalam Provinst wak Kapal Awak Kapa Awak Kapa
JUMLAH 817.095.620.000

4.364.931.126.000

3.482.426.120.009

8.664.448,860.000

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
BUKOTA JAKARTA,

Ttd.

IOKO WIDODO




